
c. hahwa berdasarkan -Ket-entuanLampiran BABII huruf

D angka 4 .hurur d Pera.tlltan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan 'Daerah bahwa Pelaksanaan

:b. -bahwR-apabllapendapatan daerah yang bersumber dari

-bantuan keuangan -ber-sifarkhusus tersebut diterirna

setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan hantuan

keuangan 'beraifat .khusus dimaksud dengan

.nrelakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran2.Q24;

Merrimbang . a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Bar-at .nomor 318/KUi01.03.07/BPKAD perihal

.Penyampaian. Rincian Bagi Basil Pajak Provinai dan
Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

pada APBD Tahun Anggaran 2024 kepada PeIfierifitah

Daerah Kabupaterr/Kota di .Jawa Barat:

-SUPAII PURWAKARTA,

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NUMOR 126 TAHUN2023TENT.ANG­

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN HELANJA DAERAH

'PARON ANGGARAN 2024

TENTANG

NOMOR 11 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATIPURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAJ'



2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran .Negara Republik .Indonesia
Nomor 3262)sebagaimana telah:beberapa kali diubah,
'terakhir dengan 'Undang-Undang Nomor6 .Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Eembaran Negsra ReptrblikIrrdorresia -NoInor-68S6)r

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang,
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan-

PropinsiDjawa Barat(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang .dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten

dalam 'Lingkungan Proplnsi Djawa Barat [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a.huruf b, dan huruf c serta

.dalam .rangka .tertib hukum -dan tertib administrasi

dalarn 'pelaksarraarmya, -perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

kewajiban kepada .pihak ketiga merupakan salah.satu.
kriteriadarikeperluan-mendcsek;

Mengingat



o. Undang ..-Undang Nomor 23 Tahun 201lJ. tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587:)

sebagaimana .telah beberapa kali diubah -terakhir

dengan lJrinang"'Urtdang Nomor 6 Tahrm 2023'tentang'
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganfi Undang­

undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

.Indonesia Tahun202_3 .Nnmor 4cl,,·TambahanLemharan·

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi PemerintahanIl.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292~ Tambahan
-Lembaran Negara Republik -Indonesia' Nomor -5601)

sebagaimana telah 'beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
.Menjadi Undang-Undang -(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun -2023Nomor 41, Tambahan Lembaran

5. -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan .Tanggung .Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubIik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

,3. Undang-Undang .Nomor 17 'rabun 2003 .tentang

Keuangan Negara {Lembaran Negara -Republik
'Indonesia'Tahun 'Z003'Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4~ Undang-Undang Nemer 1 Tabun 2004 .tentang
Perbendaharaan Negara '(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



12. Peraturan Pemerintah 'Nomor'56 Tahun 20'0'5terrtang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor -4:576), sebagaimana. .telah .diubah .dengan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20'10"tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

11. .PeraturanPemerintala .Nomor 23 'I'ahun 2005 .tentang

Pengelelaarr Keuangan Badan Layanan Urrmm
'(Lembaran Negara Republik 'Indonesia 'Tahun 20'0'5

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45(2), sebagaimana telah diubah

.denganPeraturan .Pemerintah.Nomor .74 Tahun2012

-tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah .Nomor
23 "I'ahtm -200'5'tentang Pengelolaan 'Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukat1Keuangan KepalaDaerah.dan Wakil.Kepala

Daerah '(Lembaran -·NegaraRepublik 'Indonesia Tahun

ZOO'O Nomor '210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

.NegaraRepublik.Indoneaia .Nomor ..6856.)~

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24q,.Tambahan

Lembaran .Negara-Republik Jndonesia·Nomor.6736);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah {Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun QQ22Nomor 4, Tembahan Lembaran
'NegaraRepublikIndonesia Nomor-6757);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
.Standar Akuntansi Pemerintah ~tLembaran .Negara

RepublikIndonesiaTahun '2010Nomor 123,.Tambahan

LerribaranNegara RepubIik Indonesia Nomor5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2010

Nemer 119, Tambahan Lembaran 'Negara Republik
'Indonesia "NomorS161);

14: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 -tentang.

Pengelolaan Dang 'Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor83, Tambahan

Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor4738);

15~ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahurr 2009 ten tang

Bantuan Keuangan 'kepada Partai 'PdIitik [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,'
Tambahan Lembaran NegaraRepuhIikIndonesia 4972),

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 'rabun 20,18
oterttang'Pernbahan Kedua A'tas'Peraturan Pemerirrtah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan. Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

"Negara.RepuhliklndonesiacNo.morc6J,7,'Z).;.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan .Keuangandan Kinerja -Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'PahUrl 2006

Nomor 25, Tambahan Lerribaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614);

Daerah ,(Lembaran Ncgara .Republik .Indonesia Tahun·

2010 Nomor 110; Tambahan Lembararr Negara

Republik Indonesia 'Nomor '51'55);



2<J. 'Peraturan Pemerintah 'Nomor12 "Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor73.,Tambahan Lembaran
.Negara Republik-lndonesiaNomer 604,1);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

.Anggota Dewan .Perwakilan .RakyatDaerah. ..(Lemharan

Negara -Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106~

Tambahan Lembaran Negara Republik 'Indonesia

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun

2017 .tentang Hak Keuangan .dan Administratif
-Pirttpirran dan Anggota Dewan Perwakilarr -Rakya.t­

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6847);

19~ Reraturan .Pemerintah .Nomor27 Tahun 2014 .tentang

Pengelolaan Bararrg Milik Negara/Daerah '(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

.Peraturan, .Pernerintah .Repuhlik. .Indonesia .Nomor 2B
Tahun 2020 -tentang Perubahan Atas Peraturan
'PemerintahNomor27'Tahun 20T4Tentang Pengelolaan

Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor142,Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor65231;.

18.· Peraturan Remerintah Nemer 2 Tahun 2012· .tentang

-.-HibahDaerah c(LeffibaranNegara Republik 'Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
RepubIikIndonesia Nomor5272);



29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
.Pengadaan, .Barang/.Jasa .Pemerintah. [Lembaran
.Negara Republik Indonesia Tahun 2<HS Nomor 33}

28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

.RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lerrrbaran Negara Republiklrrdonesia .Nomor6883J;'

26. t>eraturan 'Pemefintah Nomor 12 'Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran_Negara_RepublikJndonesia~Nomo:r6322J;.

27. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor ,52,·Tambahan.Lembaran NegaraRepubIik

oJndonesiaNomor'6B28);

25. Peraturan Pemerintah Nomor S6 'Tahun '2018 'tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepubIik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279,);

22. Peraturan Pemenintah Nomor ~2Tahun 2018 .tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

'ReptibIikTndonesta'Ta:hun 20T8 Nomor 2, "Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);

23~ Peraturan Pemenintah .Nomor17 Tahun 2018 tentang

Keeamatarr '(bem-haran Negara Republik. Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

24~ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ten tang

Pelaksanaan "I'ugas dan 'Wewenang'Gubermrr sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224:);



.33~ Peraturan Menteri-Dalam-Negeri.Nomor77 Xahun2020.

-terrtangPedoman Teknis'Pengelolaan'Keuangan'Daerah
(Betita 'Negara 'Reptfblik'Indonesia Tahun 2020 =Nomor

1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
-dan Belanja -Daerah Tahun Anggaran 2024- (Berita

Negara Republik "Indonesia'Tahun '2023 'Nomor 799);

32. Peraturan MenteriDa:lam 'NegeriNomor '39'Tahun 2020

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
,{Berita.NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor

'58t) 'sebagairnana telah ditrbah dengan Perartrran

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan

.Alokasi.Anggaran untukKegiatan X.ertentu,.P.eIubahan.
Alokasi, -dan -Penggunaan Anggaran Pendapatan -dan
'Belanja Daerah '(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor910);

30~ Peraturan MenteriDa:lam NegeriNomor70-Tatran '2019-'­

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. "PeraturanMenferiDalamNegeriNomor·90-Tahun·2019-

'tentang 'Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Bebagaimana tetah .diubah.dengan Peraturan. Presiden
Nomor 12 'Pahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20TH 'tentang

PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah (Lembaran .Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan

Bupati, .Purwakarta .Nomor l26 Tahun 2023 .tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024

Pasall

PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI PURWAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN

.ANGGARAN J)'ENDAPATAN DAN BELANJADAERAH 'rABUN

ANGGARAN2024.

TENTANGPURWAKARTABUPATIPERATURAN

'MEMUTUSKAN':'

48~ Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 'I'ahun 2023

-terrtang 'Rendina Pembangnnan Daetan Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024-2026 [Berita Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 112 Tahun 2022

tentang Tata .Cara Penganggaran dan Pelaksanaan

Belanja Daerah Yang 'Melampaui 'Pahun Anggaran

'(Benta Daerah 'Kabupaten Purwakarta Tahun 2'0'22

Nomor 112);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14

,Xahun202.3, tentang"AnggaranJ?endapatan.d_atlcHelanja.

Daerah r,rahun Anggaran 2024 ·(Lembaran Daerah
Kabupaten PurwakartaTahun 2023 'Nomor14);

cas. Peraturan Daerah Kahupaten PurWakatta Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi. Daerah

[Lembaran Daerah Kabupaten PurwakartaTahun 200T
Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

[LembaranDaerah-Kabupaten Purwakarta 'rabun 2822
'Nomorfi];

Menetapkan



NORMAN.·

BERITA D\ RAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR ] 1

Diundangkan diPurwakarta
pada tan*al g ~'br£b lO:lLf

SEKR~TARfS-DkBRA:H
KABUPAX NtpURWAKARTA,

Ditetapkan .di-Purwakarta
pada tanggal ~ Mare£:; 202L(

; ~ Pj. BUPATI PURWAKARTA, ~

/ I 1i~ft 14..* BEN IIRWAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan.Peraturan Bupati.ini dengan penempatannya

dalam Berita Daereh Kabupaten Purwakarta.

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pacta tanggal

diundangkan.

Pasal II

(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta 'I'ahun 2023 Nomor

126) diubah, sehingga berbunyi -sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

· .


